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ARSTRAK

Bidang ekonomi dapat mempengaruhi terhadap perkembangan bidang-bidang
lainnya seperti politik, keamanan, sosial pudaya. Salah satu vang menonjol darn
bidang ekonomi tersebut adalah mengenai dunia perbankan khususova kredit vang
diberikan oleh bank.

Pemberian kredit aleh bank sebapai kreditur kepoada debitur merapakan salsh
satu wujud dari perjanjian Sehelum diberikan kredit oleh bank kepada debitur secara
nyata, maka ada beberapa perjanjian vang harus ditandatangani olch kedua belzh
pihak sebagai tanda setuju mereka terhadap apa yang telah ditwanpkan dalam isi
penanjian tersebut. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanpian Kredit,

Dizlam perjanjian kredit lazimnys kesepakatan tersebut hanva ada pada salah
satu pihak karena perjanjian terschut pade umumnya berbentuk standar. Namun, jika
adanya persemujuan dari pihak debitur dengen menandatangani perjanjian kredit
tersebut, maka telah terjadi kesepakatan,

Dengan semakin tngginya kebutuban akan kredit schinges muncul sustu
permasalaban menyangkut jaminen hukum techadap bank sebagai kreditur, Maka
ditutuhkan suatu kepastian hukum terhiadap prestast vang akan dilaksanakan oleh
pihak debitur sehubungan dengan kredit yang dimehonkannya. Schingga dibutubkan
siate hukai hukum untuk menjamin adanyea kepastian hukum bagl bank scbhagu
krecitur terhadap prestasi dari si debitur sebagai peminjam.

Seperti yang lelah diuraikan di atas bahwa sebelum caimys suate kredit ada
beherapa perjanjian vang harus ditanda tangani oleh keduz belab pihak. Dalam bal i
adalak bank sebagai kreditur dan debitur scbagal pemohon kredit, Peganjan-
perjanjian tersebut berupa pecjanjian pokok dan assesoir. Peanjian pokoknya adalah
perjanjizn kredit, Sedangken perjanjian asscsoimys bisa berupa SKMHT {Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanzgungan), borglocht {personal guarancy), jamunan
harta kekayzan perusahaan (coospored quaraney), fidusia dan lain sebagainya.

Di dalam pasal 1131 Kitab Undang-undeng Hukum Perdata dikatakan “Segala
henda-benda bergerak dan tidak bergersk milik debitur, baik yang sudah ada maupun
vang akan ada, menjaili jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”, Pasal
ind dilaksanakan pada suatu Akta notaris dan PPAT.

Untuk menjamin kepastizn hukum akad-akad yang dilakukan para pihak
dalam  perjanjian, pera pihak membutuhkan  seseorang  yang keterangan-
keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaysi, yang tanda tangannya seria
sepelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan
penasibat vang tidak ada cacatnya {onkreukbaar atau unimpeschable), yang tulup
mulue, dan membual svaty perjanjian yang dapat melindunginya di heri-han yang
akan datang, figur itu terdapat pada MNotarisPRAT.
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan suate nepara, bidang ekonomi merupsakan salah st
bidang wang sangal menentukan | Bidang ekonomi dapat mempengaruhi terhadap
perkembangan  bidang-bidang lainnya seperii pelitik, keamanan, sesial budaya dan
bidang-bidang lainnva. Salah salu yapg menonjol dari bidang ekonomi tersebut
pidalah mengenal dunia perbanken khususnva kredit vang diberikan oleh bank.

Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang mempunyal kegiatan
dalam usaha penyediaan dana dalam bentuk kredit. Dewasa ini pemberian kredit oleh
suary bank kepads debitur semakin berkembang dengan pesatnya. Bahkan sebagian
besar dari angearan wntuk fasilitas kredit tersebut telah banyvak direalisasiken kepada
debitur yang membuluhkan dasa. Teratama terhadap perusahzan-perusahaan untuk
kemajuan usaha perusahaannya.

Pemberian kredit alel bank sebaga kreditur kepada debitur merupakan salah
satu wujud darl perjanjian. Sebelum diberikan kredit olch bank kepada debitur secara
nvata, maka ada beberapa perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua belah
pihak sebagai tanda sctuju mereka terhadap apa yang telah dituangkan dalam isi
perjanjizn tersebut, Perjanjian tersebut ada vang merupaken perjanjian pokoek dan
perjanjian assesoir, Perjanjian pokokmyva adalah “Peganjian Kredit™. Sedangkan
petjanjian  ssscsoimye hisa berups mengenai jaminan  seperti “Surat  Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan [SEMHT)",



Dalam ilmu hukum perjanjian, perjanjizn standar dibagi ztas dua macam,
vain:

. peganjian standar weom;
2. perjanjian standar khusus,

Peganiian standar adalah perjanjian vang bentuk ataun isinye ditentukan oleh
salah salu pihak, Permjanjian standar wmum bentuk atau isinya ditentukan oleh
kredilur. Sedangkan perjanpian stendar khusus bentuk dan is1 dan peganjian tersebut
ditenmikan oleh pemerintali.

Sepertt vang telah diuratkan di atas bahwa sebelum cairmya sualu kredit ada
beberapa perjanjian yang harus ditanda tangani oleh kedua belab pibak. Dalam hal ini
adzlah bank sebapai kreditur dan debitur sebagal pemwohon kredit. Pedanjian-
perjanjian tersebu berupa perjanjizn pokek dan assesoir. Perjaniian pokoknyva adalah
perjanjian kredit, Sedangksn peganjian assesoimya bisa berupa SKMHT (Sural
Kuasa Membebznkan Hak Tanggungan), borgtecht (personal quarancy), jaminan
hana kekavaan perasahean {coorpored quarancy), fidesia dan lain schapainya.

[ dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan “Scgala
benda-bends berperak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun
yveng akan ada, menjadi jaminan untuk penkatan-perikaton perorangan dehitur”, Pasal
ini dilaksanakan pada suatu Akta notaris dan PPAT,

Lntuk sahnye suafu persem]iuan atap perjanjian menurut  pasal 1220
KUHPerdata (Socdharyo Soimin, SHY membenkan empat syarat, vaitu:
kescpakatan mercka yang menmkatkan dininya;
kooakapan untuk membual suatu perikatan;

suaty pokok permasalahan tertentu;
susty sehah yanp tidak dilarang,
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Dalam perjanjian demikian  halnya  pada  perjanjian  kreedit memang
kesepakatan tessebur hanya ada pada salah satu pihak karena perjanjian terscbut
berbentuk standar. Namun, jika adanva persetujuan dar pihak debitor dengan
menanda tangani perjanjian kredit tersebut, maks teleh fegadi kesepakatan.

Diewasa ini. oleh karena semskin pesatnya pertumbuban ekonomi ditandai
denpan  semakin  tingginva  kebutuhan  akan  kredit sehingga muncul swalu
permasalaban menyangkut jamican hukoum terhadap bank sebagai kreditur, Maka
dibutuhkan suatu kepastian hukum terhadap prestasi yang akan dilaksanakan oleh
pihak debitur sehubungan dengan kredit yang dimohonkannya. Sehingga dibutihkan
suaty bukti hukuem untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi hank sebagai
kreditur techadap prastasi dan st debitor sebagar peminjam,

Pasal 1866 Menvebutlan,” Alat pembukiian meliputi;
. bukii tertulis;
. bulkti saksi:
. persangkaan;
. pengakuan;

sumpah,
Semuanya tunduk pads aturan-zluran yvang tercanturm dalam bab-bab berkutmya™.
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m

Dikenal beberspa glat pembuktian, salab satu diantaranya adalab alat bukti
tertulis. Alat bukti tertulis tersebuet dibagl atas dua macam, vaitu akta atentik dan
surat di bawsah tapgan. Namun, dalam hal slat bukti tersebut sebagai bukd telah
dilakukannye serangkaian perjanjian sehubungan dengan kredit vang telah diberikan,
masih ada bank veng melakukan perjanjian {pengikatan) kredit secara bawah tanpan
schingga teanpa disaden aleh pihak bank im sendin babwa memungkinkan tmbulnyva
debitur yaniz ingkar janji. Sehingga akan mempersulit pihak bank dikemudian hari.

Karcoa surat di bawsh tangan hanya memupakan bukti vang tidak sempuma, karena



tidak dibuat di hadapan pejabat umum wvang berwenang. Dalam bal ini adalah

NotansPPAT yang elah diangkat oleh pemerintal berdasarkan undang-undang yang

berlaku.

Berdasarkan vrzian i atas terutama yang berkenasn dengan alat bukti tertulis

vang otentik bag bank sebagal jaminan atas kredit vang akan dibertkannya kepada

nihak debitee. Maka, timbul keinginan penulis untek mengetzbui lebih lanjut tentang

“EEDUDUKAN AKTA NOTARISTPAT DALAM PEMBERIAN KREDIT

OLEH BANK KEPADA DEBITUR™.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalaban vang skan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah peranan MelansPPAT dalam svatu pemberizn kredit oleh bank

sebagai kreditur kepada debitur;

Bagzimanakah proses pembuatan akta-akta NotarisPPAT sehubusgan dengen
pemberian kredit oleh bank schagai kreditur kepada debitur;

Bagaimanaksh kedudukan hulum dar SEMHT (Surat Kuasa Membebhankan Hak
Tanggungan), APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dan akta-akta lain vang
berhubungzn dengsn jaminan debitur kepada kreditur dalam swatu Peganjian
Kredit;

Bagaimanakah akibat hukum dari Perjanjian Kredit yang dibuat oleh bank secara

bawah tangan terhadap pemberian kredit.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Peranan Notaris/PPAT dalam Suatu Pemberian Kredit oleh Bank Schagai

Kreditur kepada Debitur;

Seliap mesyarakat membutuhkan seseorang vang keterangan-keteranganya
dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya member
jaminan dan bukt yang kust, seorang ehii yang tidak memihek dan penssihat yang
tidik ada cacatnya (onkreukbaar atau wmmpeachable), yang twiep mulul, dan
membuat suatu peganjian yang depat melindunginva di bari-han yang akan datang.
Figur itu terdapal pada Notarie/PPAT.

Dalam pemberian kredit kite tidak terlepas dari berbagai macam perikatan
baik yang lahir karena undang-undang maupun karepa perjacgjian. Bank ssbapai
kreditur merupakan badan vsaha vang berusaha uniik mengucurkan kredit sebanyak-
banyaknya kepada masyarakat guna mencapal keuntungan vang dinginkannya dari
bunga yang nantinya akan dibayar oleh debitur sebagai akibat dari peminjaman ueng
(kredit) tersebut.

Mamun, dalam pembenen kredil tersebut pthak bank membutuhkan suam
kepastian bukum terhadap pembayaran ulang kredit dan debitur, Di sisi lain debitue
pun tentu menginginkan adanya kepastian terhadsp isi dan perikatan  wvang

berhubungan dengan k epentingan kredilnya lersebut, Oleh karens itu diperlukanlah

a5
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KESIMPULAN

1. Peranan MNotarisPPAT dalam suato pemberian keedit oleh bank sebagal kreditur
kepada debitur adalab sebagai mediz untuk pembuatan skad-akad beik seecara
legalisasi maupun pembuatan zkad kredit secara Notznl  yang lerjadi antara
kreditur (bank) dengan debitur (peminjam})

2, Proses pembuatan akta-akia NotensPPAT sehubungen dengen pemberian kredi
eleh bank sebagai keeditue kepada debitur;
Sebelum dibvatnva suatu akta prhak bank menghubungi notaris dengan surat
konfirmasi atau secara langsung untuk dibuatkan suatu akia penjamican dan akta
lainnya uwntuk  menjamin kepastian  hukum  segala  aktivites bank  dalem
menjalankan usahanya, yang cara atau formai baku antara sebuab bank dengan
bank lainnyz adalah berbeda sesuai dengan kebijakan dan format vang ada dibank
tersebul selama lidak menyalabn kode etik dan peraturan perundang-undangan
yange berlaku. Notans, baru membust akta-akta veng diperlukan berdasarkan
pemberitehuan tersebut, termasuk jaminan vang akan dibuat aktanya

3. Eedudukan hukum akla-skta yang berhubungan dengan jaminan debitur kepada
kreditur dalam suatn Perjanjian Kredit Antara lain;

Hak tanggungan adalah hak jeminan atas tanah untuk pelupasan utang
tertentu, yeng memberikan kedudukan divtamakan kepada kreditur tertentu
techadap kreditur-kreditur lain.

Pasal 27 Undang-undang nomor 42 lahun tentang jamunan fidusiz

menyatakan penerima fidusia mempunyai hak preferensi, yailu bak seorang
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